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RINGKASAN

Desa adalah unit hukum yang diberi wewenang untuk mengelola rumah
tangganya sendiri yang dilegalkan oleh administrasi negara yang berkedudukan di
kabupaten. Investigasi ini bertujuan untuk mempelajari lebih jauh bagaimana
prinsip-prinsip good governance diterapkan dalam pelayanan publik di Desa
Pandanrejo serta untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung
penerapan tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif,
dengan metode pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan
wawancara. Kesimpulan studi ini adalah bahwa telah terjadi tata kelola yang kuat
di sektor publik. Namun masih ada masyarakat yang gagap teknologi dan sering
menyalahgunakan media sosial.

Kata Kunci: Desa;Good Governance;Media Sosial.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terletak pada hak asalnya dan disahkan adat yang diakui oleh pemerintah
negara yang berkedudukan di kabupaten, desa merupakan badan hukum yang
mempunyai kekuasaan menguasai rumahnya sendiri. 2019 (Rosidin) Desa
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemukiman di luar kota yang
terdiri dari beberapa kepala keluarga dan mempunyai pemerintahan daerah
tersendiri (dipimpin oleh seorang kepala desa). Pemerintah daerah sangat aktif
karena terlibat dengan masyarakat secara langsung dan mendapatkan umpan balik
dari masyarakat atas keputusan dan kebijakan. (2015) Silahuddin.

Tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat terpenting bagi
pembangunan yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintahan Desa sebagai
lembaga pelayanan publik harus berpedoman pada tanggung jawab publik dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menjamin kesejahteraan masyarakat
Desa.

Pemerintahan yang baik sering diartikan di Indonesia sebagai
pemerintahan yang bersih dan karismatis, good governance dipandang sebagai
paradigma baru manajemen pembangunan atau governance and policy making,
Pemerintah juga dikenal sebagai agen pembangunan untuk perubahan, ini adalah
proses yang diinginkan. (Kementerian dalam Negeri, 2016).

Secara khusus, proses pengelolaan administrasi (kKhususnya di tingkat



desa) yang merupakan implementasi nyata dari manajemen yang unggul,
diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat desa. Komunitas seperti ini lebih
kuat dan aktif berkontribusi dalam perumusan berbagai prakarsa pemerintahan
desa. Selain itu, masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengelola pemerintahan
desa serta melakukan tugas pengawasan. Sangat tidak mungkin pemerintahan
yang baik dapat dilakukan dalam masyarakat yang tidak produktif di mana
masalah sosial seperti konflik dan anarkisme kelompok, yang khas dari
pemerintahan desa, ada.

Akuntabilitas publik, yaitu keyakinan bahwa masyarakat memiliki hak
untuk mengetahui bagaimana pemerintah melaksanakan proses pembangunan
daerah. Menurut Mardiasmo (2018), wali amanat memiliki kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan, menyatakan, melaporkan, dan mengungkapkan semua
tindakan dan perbuatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemerintah harus menjadi sasaran informasi dalam rangka penegakan hak-
hak publik. Pemerintah desa merupakan badan penggerak pembangunan
perekonomian, pelayanan bahkan masyarakat desa yang berkewajiban
menyelenggarakan pemerintahan secara bertanggung jawab, Dengan tanggung
jawab publik dapat dikatakan mampu menanggapi ketakutan publik.

Akuntabilitas publik kepada pemerintah memungkinkan publik untuk
belajar tentang anggaran pemerintah, penggunaan keuangan, dan pelaksanaan
operasi dan inisiatifnya, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap
lembaga tersebut. Pemerintah desa yang telah mendapatkan kepercayaan dari

masyarakat terus meningkatkan operasionalnya dan lebih bertanggung jawab



dalam penganggaran, penggunaan, pelaporan, dan pelaksanaan kegiatan dan
program (Candrakusuma & Jatmiko, 2017).

Cara melalui sistem pelayanan publik adalah dengan menjalankan prinsip-
prinsip good governance untuk menghasilkan good governance. Pelayanan publik
saat ini memiliki sejumlah kekurangan, antara lain kurangnya daya tanggap,
informasi, aksesibilitas, koordinasi, dan kekakuan birokrasi serta kurangnya
kemauan untuk mendengarkan pengaduan (Mayowan, 2016).

Berdasarkan pengamatan permasalahan penerapan prinsip good
governance dalam pelayanan publik di Desa Pandanrejo, pengelolaan administrasi
masih menggunakan surat pengantar yang diantarkan langsung ke rumah RT/RW
sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama bagi masyarakat untuk melakukan
verifikasi dokumen di kantor Desa Pandanrejo. . Selain itu, masih banyak
perangkat desa yang tidak konsisten dalam penggunaan waktunya sehingga
berdampak negatif yang signifikan terhadap kinerja perangkat desa. 2022
(Handoyo)

Dari kedua permasalahan yang berkenaan dengan pelayanan publik
tentunya menjadi acuan bagi penulis untuk mengambil judul tentang

“Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik”

1.2 Rumusan Masalah
Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Kemajuan apa yang telah dicapai dengan Good Governance Dalam



Pelayanan Publik di Desa Pandanrejo?
2. Apa kendala dan pendukung Implementasi Good Governance Dalam

Pelayanan Publik di Desa Pandanrejo?

1.3 Tujuan Penelitian
Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:
1. Untuk mengetahui Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan
Publik di Desa Pandanrejo
2. Untuk dapat mengidentifikasi unsur unsur yang membatasi sekaligus
mendorong berjalan Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan

Publik di Desa Pandanrejo

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
Kajian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan informasi
mengenai implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dalam
pelayanan publik, serta sebagai cara untuk meningkatkan pengetahuan
teoritis.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi
pemerintah desa di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, serta
menjadi pedoman dalam meneliti Implementasi Good Governance dalam
Pelayanan Publik untuk meningkatkan kinerja dan pengambilan

keputusan di pemerintahan desa.
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